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9
 BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR 14 TAHUN 2010
 TENTANG
 RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 URUSAN PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2009-2013
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 BUPATI PENAJAM PASER UTARA,
 Menimbang : a. bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas setiap pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh masyarakat untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan dalam rangka memberikan jasa pemenuhan pelayanan dasar yang lebih baik kepada masyarakat khususnya Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk target kinerja dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013, perlu diatur Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2009-2013;
 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Seri E Nomor 1);
 MEMUTUSKAN:
 Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA TARGET PENCAPAIAN
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA URUSAN PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2009-2013.
 BAB I KETENTUAN UMUM
 Pasal 1
 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah
 dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Penajam Paser Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang melaksanakan Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
 7. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada masyarakat.
 8. Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah rencana pencapaian pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 9. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
 10. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
 11. Bidang Pelayanan adalah jenis pelayanan dasar yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimalnya oleh Pemerintah.
 12. Indikator adalah variable yang menunjukkan pada keadaan, kondisi, waktu, frekuensi, atau besaran/persentase atau rasio tertentu yang harus dipenuhi atau dicapai sebagai target dalam pelaksanaan pelayanan publik di daerah.
 13. Data Kinerja adalah ukuran mutu atau kinerja yang di capai pada tahun awal/sebelumnya sebagai dasar dalam menentukan target kinerja tahun berikutnya.
 14. Target Kinerja adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.
 15. Program adalah suatu jenis rencana yang disusun lebih kongkrit yang di dalamnnya terkandung sekolompok kegiatan yang berbeda-beda akan tetapi menuju pada satu tujuan yang sama.
 16. Ketercapaian minimal (Standar Nasional) adalah standar pelayanan dasar yang dilaksanakan daerah yang menjadi target pencapaian kinerja secara nasional.
 17. Sumber Data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.
 BAB II DASAR
 Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan
 Minimal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2009-2013.
 (2) Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal untuk target kinerja dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013.
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 BAB III TUJUAN
 Pasal 3
 Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal bertujuan: a. meningkatkan akses, kualitas dan cakupan pelayanan kepada masyarakat; b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat; c. tersusunnya rencana capaian Standar Pelayanan Minimal penyelenggaraan pelayanan
 kebutuhan masyarakat sesuai kondisi, kemampuan dan karakteristik daerah; d. menjadi dasar dalam menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk penyediaan/
 pelaksanaan pelayanan; e. adanya rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal akan menjadi landasan dalam penentuan
 perimbangan keuangan yang adil dan transparan/penentuan sistem subsidi yang lebih adil; f. menjadi dasar dalam menentukan anggaran kinerja berbasis manajemen kinerja; g. dapat membantu penilaian kinerja pemerintah daerah secara labih akurat dan terukur; h. manjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat; i. dapat merangsang transparansi dan pertisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan daerah; j. dapat membantu pemerintah daerah dalam merasionalisasi jumlah dan kualifikasi pegawai yang
 dibutuhkan untuk mengelola pelayanan.
 BAB IV
 RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 Pasal 4 (1) Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal merupakan panduan bagi SKPD dalam
 melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pelayanan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
 (2) Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: a. Pendidikan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI);
 b. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);
 c. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Menengah: 1. Pendikan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) ; 2. Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 d. Pendidikan Non Formal: 1. Pendidikan Keaksaraan; 2. Kesetaraan Sekolah Dasar (SD) ; 3. Kesetaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP); 4. Kesetaraan Sekolah Menengah Atas (SMA); 5. Pendidikan Ketrampilan dan Bermatapencaharian; 6. Pendidikan Taman Kanak-Kanak; 7. Pendidikan pada Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain atau yang sederajat;
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 e. Pendidikan Kepemudaan;
 f. Pendidikan Kegiatan Pendidikan Olahraga; dan
 g. Penyelenggaraan Statistik Dan Pelaporan Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga;
 (3) Uraian Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
 BAB V PENERAPAN
 Pasal 5 Dalam rangka pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala SKPD menyusun rencana kerja anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan serta peningkatan mutu pelayanan tahunan Satuan Kerja yang dipimpinnya berdasarkan Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
 Pasal 6 Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
 Pasal 7
 (1) Pembinaan SKPD yang melaksanakan pelayanan dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup: a. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan
 Minimal; b. Penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan penetapan target tahunan
 pencapaian Standar Pelayanan Minimal; c. Penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal; dan d. Pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
 Pasal 8
 (1) Pengawasan terhadap SKPD yang melaksanakan pelayanan dilakukan oleh Pengawas Internal. (2) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membantu SKPD
 dalam mencapai prestasi kerja agar sesuai dengan Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
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 BAB VII
 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 9 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
 Ditetapkan di Penajam pada tanggal 25 Agustus 2010
 BUPATI PENAJAM PASER UTARA,
 Ttd
 H. ANDI HARAHAP
 Diundangkan di Penajam pada tanggal 25 Agustus 2010
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 Ttd
 H. SUTIMAN
 BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2010 NOMOR 14.
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 Lampiran : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR : 14 TAHUN 2010 TANGGAL : 25 AGUSTUS 2010
 RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 TAHUN 2009-2013
 URUSAN PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
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- 8 – URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 URUSAN PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2009-2013
 A. PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD)/MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
 NO BIDANG PELAYANAN INDIKATOR
 Ketercapaian Minimal (standar
 nasional)
 DATA KINERJA TARGET KINERJA
 Program Ket
 SUMBER DATA 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
 1 Anak Didik Kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI
 95 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun
 LAKIP, RPDK (Rencana Pengembangan Dikdasmen) Kab PPU 2009, data primer
 Angka Putus Sekolah (APS) Tidak Melebihi 1% dari jumlah
 siswa yang bersekolah
 0,97% 0,83% 0,77% 0,64% 0,58% 0,46% Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun
 LAKIP, RPDK (Rencana Pengembangan Dikdasmen) Kab PPU 2009, data primer
 Jumlah Siswa SD/MI per kelas
 30 – 40 siswa 35 siswa 35 siswa 35 siswa 35 siswa 35 siswa 35 siswa
 Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun
 LAKIP, RPDK (Rencana Pengembangan Dikdasmen) Kab PPU 2009, data primer
 Siswa yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan standar nasional mencapai nilai “ memuaskan” dalam mata pelajaran membaca, menulis dan berhitung untuk kelas III dan mata pelajaran bahasa, matematika, IPA dan IPS untuk kelas V
 90 persen - - - - - - Merupakan program pemerintah pusat, sehingga tidak dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan
 LAKIP, RPDK (Rencana Pengembangan Dikdasmen) Kab PPU 2009, data primer
 Lulusan SD yang melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)
 95 % 98,25 % 98,50 % 98,75 % 99,0 % 99,25 % 99,50 % Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan
 Dasar 9 tahun
 LAKIP, RPDK (Rencana Pengembangan Dikdasmen) Kab PPU 2009, data primer
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- 9 – URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 URUSAN PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2009-2013
 2 Sarana dan Prasarana
 Ketersediaan Sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional
 90% 99,23 % 99,42 % 99,56 % 99,67 % 99,75 % 99,80 % Pembinaan sarana dan prasarana
 pendidikan
 LAKIP, RPDK (Rencana Pengembangan Dikdasmen) Kab PPU 2009, data primer
 Siswa Memiliki buku pelajaran yang lengkap setiap mata pelajaran
 95% 65,23 % 65,75 % 66,50 % 67,00 % 67,75 % 69,00 % Pembinaan sarana dan prasarana
 pendidikan
 LAKIP, RPDK (Rencana Pengembangan Dikdasmen) Kab PPU 2009, data primer
 3 Tenaga Pengajar Jumlah Guru SD yang diperlukan Terpenuhi
 90 % 95% 96% 100% 100% 100% 100% Pemerataan Penempatan
 Guru
 LAKIP, RPDK (Rencana Pengembangan Dikdasmen) Kab PPU 2009, data primer
 Guru SD/MI yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional
 90 % 45,00 % 50,00 % 55,00 % 60,00 % 65,00 % 70,00 % Peningkatan kompetensi dan
 kualifikasi tenaga
 kependidikan/guru
 LAKIP, RPDK (Rencana Pengembangan Dikdasmen) Kab PPU 2009, data primer
 B. PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)/MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)
 NO BIDANG PELAYANAN INDIKATOR
 Ketercapaian Minimal (standar
 nasional)
 DATA KINERJA TARGET KINERJA
 Program Ket SUMBER
 DATA 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
 1 Anak Didik Kelompok usia 13 – 15 tahun bersekolah di SMP/MTs
 90 % 83,88 % 86,57 % 89,25% 91,94 % 94,6 % 97,31% Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun
 LAKIP, RPDK (Rencana Pengembangan Dikdasmen) Kab PPU 2009, data primer
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- 10 – URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 URUSAN PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2009-2013
 Angka Putus Sekolah (APS) Tidak Melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah
 0,73 % 0,65 % 0,59 % 0,42 % 0,38 % 0,29 % Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun
 LAKIP, RPDK (Rencana Pengembangan Dikdasmen) Kab PPU 2009, data primer
 Jumlah Siswa SMP/MTs per kelas 30 – 40 siswa 35 siswa 35 siswa 32 siswa 32 siswa 32 siswa 32 siswa
 Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun
 LAKIP, RPDK (Rencana Pengembangan Dikdasmen) Kab PPU 2009, data primer
 Siswa yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan standar nasional mencapai nilai “ memuaskan” dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, dan IPS di kelas I dan II
 90 % - - - - - - Merupakan program pemerintah pusat, sehingga tidak dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan
 LAKIP, RPDK (Rencana Pengembangan Dikdasmen) Kab PPU 2009, data primer
 Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
 70 % 50,45 % 52,08 % 55,90 % 59,72 % 63,54 % 67,36 % Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun
 LAKIP, RPDK (Rencana Pengembangan Dikdasmen) Kab PPU 2009, data primer
 2 Sarana dan Prasarana
 Ketersediaan Sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional
 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pembinaan sarana dan prasarana pendidikan
 LAKIP, RPDK (Rencana Pengembangan Dikdasmen) Kab PPU 2009, data primer
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- 11 – URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 URUSAN PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2009-2013
 3 Bahan Ajar Siswa Memiliki buku pelajaran yang lengkap setiap mata pelajaran
 100% 98,06 % 98,23 % 98,48 % 98,72 % 99,26 % 99,56 % Pembinaan sarana dan prasarana pendidikan
 LAKIP, RPDK (Rencana Pengembangan Dikdasmen) Kab PPU 2009, data primer
 3 Tenaga Pengajar Jumlah Guru SMP/MTs yang diperlukan terpenuhi
 90 % 98,25 % 98,72 % 99,05 % 99,43 % 99,59 % 99,83 % Pemerataan penempatan guru
 LAKIP, RPDK (Rencana Pengembangan Dikdasmen) Kab PPU 2009, data primer
 Guru SMP/MTs yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional
 90 % - - - - - - Peningkatan Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan/guru
 LAKIP, RPDK (Rencana Pengembangan Dikdasmen) Kab PPU 2009, data primer
 Memiliki tenaga kependidikan non guru untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan non mengajar lainnya
 80 % 85,25 % 85,96 % 88,46 % 88,82 % 90,48 % 90,88 % Peningkatan Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan/guru
 LAKIP, RPDK (Rencana Pengembangan Dikdasmen) Kab PPU 2009, data primer
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 C. STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN MENENGAH
 1. PENDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)/MADRASAH ALIYAH (MA)
 NO BIDANG PELAYANAN INDIKATOR
 Ketercapaian Minimal (standar
 nasional)
 DATA KINERJA TARGET KINERJA
 Program Ket SUMBER
 DATA 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
 1 Anak Didik Kelompok usia 16 – 18 tahun bersekolah di SMA/MA dan SMK
 60 % 52,08% 55,90% 60% 63,64% 67,36% 71,18% Program Wajib Belajar 12 Tahun
 LAKIP, RPDK (Rencana Pengembangan Dikdasmen) Kab PPU 2009, data primer
 Angka Putus Sekolah (APS)
 Tidak Melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah
 1,5% 1,2% 1% 0,8% 0,7% 0,5% Program Wajib Belajar 12 Tahu
 LAKIP, RPDK (Rencana Pengembangan Dikdasmen) Kab PPU 2009, data primer
 Jumlah Siswa SMA/MA per kelas
 30 – 40 siswa 32 siswa 32 siswa 32 siswa 30 siswa 28 siswa 25 siswa
 Program Wajib Belajar 12 Tahu
 LAKIP, RPDK (Rencana Pengembangan Dikdasmen) Kab PPU 2009, data primer
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 Siswa yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan standar nasional mencapai nilai “ memuaskan” dalam mata pelajaran bahasa inggris, geografi, Matematika Dasar untuk kelas I dan II
 90 % - - - - - - Merupakan program pemerintah pusat, sehingga tidak dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan
 LAKIP, RPDK (Rencana Pengembangan Dikdasmen) Kab PPU 2009, data primer
 Lulusan SMA/MA yang melanjutkan ke perguruan tinggi yang terakreditasi
 25 % 30% 35% 40% 50% 60% 70% Program Wajib Belajar 12 Tahun
 LAKIP, RPDK (Rencana Pengembangan Dikdasmen) Kab PPU 2009, data primer
 2 Sarana dan Prasarana
 Ketersediaan Sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional
 90% 72% 80% 85% 87% 90% 95% Pembinaan sarana dan prasarana pendidikan
 LAKIP, RPDK (Rencana Pengembangan Dikdasmen) Kab PPU 2009, data primer
 3 Bahan Ajar Siswa Memiliki buku pelajaran yang lengkap setiap mata pelajaran
 100 % 90% 95% 100% 100% 100% 100% Pembinaan sarana dan prasarana pendidikan
 LAKIP, RPDK (Rencana Pengembangan Dikdasmen) Kab PPU 2009, data primer
 4 Tenaga Pengajar Jumlah Guru SMA/MA yang diperlukan terpenuhi
 90 % 95% 96% 100% 100% 100% 100% Pemerataan Penempatan Guru
 LAKIP, RPDK (Rencana Pengembangan Dikdasmen) Kab PPU 2009, data primer
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 URUSAN PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2009-2013
 Guru SMA/MA yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional
 90 % 95% 97% 100% 100% 100% 100% Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan/guru
 LAKIP, RPDK (Rencana Pengembangan Dikdasmen) Kab PPU 2009, data primer
 Memiliki tenaga kependidikan non guru untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan non mengajar lainnya
 80 % 50% 55% 60% 70% 75% 80% Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan/guru
 LAKIP, RPDK (Rencana Pengembangan Dikdasmen) Kab PPU 2009, data primer
 2. PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
 NO BIDANG PELAYANAN INDIKATOR Ketercapaian Minimal
 (standar nasional)
 DATA KINERJA TARGET KINERJA
 Program Ket SUMBER
 DATA 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
 1 Anak Didik Angka Putus Sekolah (APS)
 Tidak Melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah
 1,5% 1% 0,8% 0,7% 0,6% 0,5% Program Wajib Belajar 12 Tahun
 LAKIP, RPDK (Rencana Pengembangan Dikdasmen) Kab PPU 2009, data primer
 Jumlah Siswa SMK per kelas
 30 – 40 siswa 32 siswa 32 siswa 32 siswa 30 siswa 28 siswa 25 siswa
 Program Wajib Belajar 12 Tahun
 LAKIP, RPDK (Rencana Pengembangan Dikdasmen) Kab PPU 2009, data primer
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 NO BIDANG PELAYANAN INDIKATOR Ketercapaian Minimal
 (standar nasional)
 DATA KINERJA TARGET KINERJA
 Program Ket SUMBER
 DATA 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
 Lulusan SMK diterima di dunia kerja sesuai dengan keahliannya
 20 % 40% 40% 45% 50% 55% 60% Program Wajib Belajar 12 Tahun
 LAKIP, RPDK (Rencana Pengembangan Dikdasmen) Kab PPU 2009, data primer
 Lulusan SMK yang melanjutkan ke perguruan tinggi yang terakreditasi
 20 % 25% 25% 25% 30% 35% 40% Program Wajib Belajar 12 Tahun
 LAKIP, RPDK (Rencana Pengembangan Dikdasmen) Kab PPU 2009, data primer
 2 Sarana dan Prasarana
 Ketersediaan Sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional
 90% 50% 55% 60% 65% 80% 90% Pembinaan sarana dan prasarana pendidikan
 LAKIP, RPDK (Rencana Pengembangan Dikdasmen) Kab PPU 2009, data primer
 3 Bahan ajar Siswa Memiliki buku pelajaran yang lengkap setiap mata pelajaran
 100 % 50% 80% 85% 90% 95% 100% Pembinaan sarana dan prasarana pendidikan
 LAKIP, RPDK (Rencana Pengembangan Dikdasmen) Kab PPU 2009, data primer
 4 Tenaga Pengajar Jumlah Guru SMK yang diperlukan terpenuhi
 90 % 80% 85% 95% 96% 97% 100% Pemerataan penempatan guru
 LAKIP, RPDK (Rencana Pengembang
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 URUSAN PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2009-2013
 NO BIDANG PELAYANAN INDIKATOR Ketercapaian Minimal
 (standar nasional)
 DATA KINERJA TARGET KINERJA
 Program Ket SUMBER
 DATA 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
 an Dikdasmen) Kab PPU 2009, data primer
 Guru SMK yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional
 90 % 90% 95% 100% 100% 100% 100% Peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan/guru
 LAKIP, RPDK (Rencana Pengembangan Dikdasmen) Kab PPU 2009, data primer
 Memiliki tenaga kependidikan non guru untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan non mengajar lainnya
 80 % 25% 30% 40% 50% 60% 70% Peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan/guru
 LAKIP, RPDK (Rencana Pengembangan Dikdasmen) Kab PPU 2009, data primer
 E. PENDIDIKAN NON FORMAL
 1. PENDIDIKAN KEAKSARAAN
 NO BIDANG PELAYANAN INDIKATOR
 Ketercapaian Minimal (standar
 nasional)
 DATA KINERJA TARGET KINERJA
 Program Ket SUMBER
 DATA 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
 1 Warga belajar Penduduk usia produktif (15-44 tahun) bisa membaca dan menulis
 100 % 99% 99% 99% 99% 100% 100% Pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga
 LAKIP, Hasil Sensus PLSPO Diknas PPU, data primer
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 Jumlah buta aksara dalam kelompok usia 15-44 tahun
 Tidak Melebihi 7 % 24% 29% 25% 25% 25% 25% Pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga
 LAKIP, Hasil Sensus PLSPO Diknas PPU, data primer
 Jumlah buta aksara dalam kelompok usia diatas 44 tahun
 Tidak melebihi 30 %
 16% 36% 25% 25% 25% 25% Pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga
 LAKIP, Hasil Sensus PLSPO Diknas PPU, data primer
 2 Kelengkapan Data Data Dasar keaksaraan yang diperbaharui secara terus-menerus
 Tersedia 540 960 728 728 728 728 Pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga
 LAKIP, Hasil Sensus PLSPO Diknas PPU, data primer
 2. KESETARAAN SEKOLAH DASAR (SD)
 NO BIDANG PELAYANAN INDIKATOR
 Ketercapaian Minimal (standar
 nasional)
 DATA KINERJA TARGET KINERJA
 Program Ket SUMBER
 DATA 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
 1 Warga belajar Jumlah penduduk usia sekolah yang belum bersekolah di SD/MI menjadi peserta didik Program Paket A
 85% 85% 75% 65% 65% 60% 50% Pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga
 LAKIP, Hasil Sensus PLSPO Diknas PPU, data primer
 Peserta didik program Paket A yang tidak aktif
 Tidak melebihi 10 persen
 3% 2% 1% 0% 0% 0% Pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga
 LAKIP, Hasil Sensus PLSPO Diknas PPU, data primer
 Peserta didik memiliki modul Program Paket A
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga
 LAKIP, Hasil Sensus PLSPO Diknas PPU, data primer
 Peserta didik yang mengikuti ujian akhir Program Paket A lulus ujian kesetaraan
 95% 75% 80% 85% 90% 90% 98% Pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga
 LAKIP, Hasil Sensus PLSPO Diknas PPU, data primer
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 NO BIDANG PELAYANAN INDIKATOR
 Ketercapaian Minimal (standar
 nasional)
 DATA KINERJA TARGET KINERJA
 Program Ket SUMBER
 DATA 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
 Lulusan Program Paket A dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMP, MTs, atau Program Paket B)
 95% 80% 85% 90% 90% 90% 90% Pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga
 LAKIP, Hasil Sensus PLSPO Diknas PPU, data primer
 Peserta Didik yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan mendapat nilai memuaskan
 90% - - - - - - Pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga
 Merupakan program pemerintah pusat, sehingga tidak dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan
 LAKIP, Hasil Sensus PLSPO Diknas PPU, data primer
 2 Sarana dan Prasarana
 Pusat kegiatan belajar masyarakat memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran
 90% 25% 30% 45% 50% 65% 65% Pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga
 LAKIP, Hasil Sensus PLSPO Diknas PPU, data primer
 Peserta didik memiliki sarana belajar
 100% 0% 0% 0% 50% 50% 100% Pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga
 LAKIP, Hasil Sensus PLSPO Diknas PPU, data primer
 3 Kelengkapan Data Data dasar kesetaraan sekolah yang diperbaharui secara terus menerus
 Tersedia 560 360 400 320 480 380 Pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga
 LAKIP, Hasil Sensus PLSPO Diknas PPU, data primer
 4 Tenaga Pengajar Tutor Program Paket A yang diperlukan terpenuhi
 100% 75% 85% 95% 95% 95% 100% Pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga
 LAKIP, Hasil Sensus PLSPO Diknas PPU, data primer
 Tutor Program Paket A memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional
 90% 80% 85% 95% 95% 95% 99% Pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga
 LAKIP, Hasil Sensus PLSPO Diknas PPU, data primer
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 3. KESETARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
 NO BIDANG PELAYANAN INDIKATOR
 Ketercapaian Minimal (standar
 nasional)
 DATA KINERJA TARGET KINERJA
 Program Ket SUMBER
 DATA 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
 1 Warga belajar Jumlah penduduk usia sekolah yang belum bersekolah di SMP/MTs menjadi peserta didik Program Paket B
 90% 85% 75% 70% 65% 60% 50% LAKIP, Hasil Sensus PLSPO Diknas PPU, data primer
 Peserta didik Program Paket B yang tidak aktif
 Tidak melebihi 10 %
 2% 1% 0% 0% 0% 0% LAKIP, Hasil Sensus PLSPO Diknas PPU, data primer
 Peserta didik memiliki modul Program Paket B
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% LAKIP, Hasil Sensus PLSPO Diknas PPU, data primer
 Peserta didik yang mengikuti ujian akhir Program Paket B lulus ujian kesetaraan
 80% 75% 80% 85% 90% 90% 95% LAKIP, Hasil Sensus PLSPO Diknas PPU, data primer
 Lulusan Program Paket B dapat memasuki dunia kerja
 50% 45% 55% 65% 70% 75% 75% LAKIP, Hasil Sensus PLSPO Diknas PPU, data primer
 Lulusan Program Paket B dapat melanjutkan ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi (SMA,SMK,MA atau Program Paket C)
 50% 80% 85% 90% 90% 90% 90% LAKIP, Hasil Sensus PLSPO Diknas PPU, data primer
 Peserta didik Program Paket B yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan mendapat nilai memuaskan
 90% - - - - - - Merupakan program pemerintah pusat, sehingga tidak dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan
 LAKIP, Hasil Sensus PLSPO Diknas PPU, data primer
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 NO BIDANG PELAYANAN INDIKATOR
 Ketercapaian Minimal (standar
 nasional)
 DATA KINERJA TARGET KINERJA
 Program Ket SUMBER
 DATA 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
 2 Sarana dan Prasarana
 Pusat kegiatan belajar masyarakat memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran
 90% 25% 30% 45% 50% 65% 65% LAKIP, Hasil Sensus PLSPO Diknas PPU, data primer
 3 Kelengkapan Data
 Data dasar kesetaraan sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diperbaharui secara terus menerus
 Tersedia 440 600 520 420 460 320 LAKIP, Hasil Sensus PLSPO Diknas PPU, data primer
 4 Tenaga Pengajar Tutor Program Paket B yang diperlukan terpenuhi
 100% 75% 85% 95% 95% 95% 99% LAKIP, Hasil Sensus PLSPO Diknas PPU, data primer
 Tutor Program Paket B memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional
 90% 80% 85% 95% 95% 95% 99% LAKIP, Hasil Sensus PLSPO Diknas PPU, data primer
 4. KESETARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS ( SMA )
 NO BIDANG PELAYANAN INDIKATOR
 Ketercapaian Minimal (standar
 nasional)
 DATA KINERJA TARGET KINERJA
 Program Ket SUMBER
 DATA 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
 1 Warga belajar Jumlah Penduduk usia sekolah yang belum bersekolah di SMA/MA, SMK menjadi peserta didik program Paket C
 70% 85% 75% 70% 65% 60% 50% Pendidikan Luar Sekolah
 LAKIP, Hasil Sensus PLSPO Diknas PPU, data primer
 Peserta didik Program Paket C yang tidak aktif
 Tidak melebihi 5 persen
 2% 1% 0% 0% 0% 0% Pendidikan Luar Sekolah
 LAKIP, Hasil Sensus PLSPO Diknas PPU, data primer
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 NO BIDANG PELAYANAN INDIKATOR
 Ketercapaian Minimal (standar
 nasional)
 DATA KINERJA TARGET KINERJA
 Program Ket SUMBER
 DATA 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
 Peserta didik yang mengikuti ujian akhir Program Paket C lulus ujian kesetaraan
 80% 75% 80% 85% 90% 90% 98% Pendidikan Luar Sekolah
 LAKIP, Hasil Sensus PLSPO Diknas PPU, data primer
 Lulusan Program Paket C dapat memasuki dunia kerja
 60% 45% 4%% 50% 55% 65% 65% Pendidikan Luar Sekolah
 LAKIP, Hasil Sensus PLSPO Diknas PPU, data primer
 Lulusan Program Paket C dapat melanjutkan ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi
 10% 4% 5% 7% 9% 9% 9% Pendidikan Luar Sekolah
 LAKIP, Hasil Sensus PLSPO Diknas PPU, data primer
 Peserta didik Program Paket C yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan mendapat nilai memuaskan
 90% Pendidikan Luar Sekolah
 Merupakan program pemerintah pusat, sehingga tidak dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan
 LAKIP, Hasil Sensus PLSPO Diknas PPU, data primer
 2 Bahan Ajar Peserta didik memiliki modul Program Paket B
 60 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pendidikan Luar Sekolah
 LAKIP, Hasil Sensus PLSPO Diknas PPU, data primer
 3 Sarana dan Prasarana
 Pusat kegiatan belajar masyarakat memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran
 90% 25% 30% 45% 50% 65% 65% Pendidikan Luar Sekolah
 LAKIP, Hasil Sensus PLSPO Diknas PPU, data primer
 4 Kelengkapan Data Data dasar kesetaraan sekolah Menengah Pertama (SMA) yang diperbaharui secara terus menerus
 Tersedia 560 610 240 320 365 475 Pendidikan Luar Sekolah
 LAKIP, Hasil Sensus PLSPO Diknas PPU, data primer
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 NO BIDANG PELAYANAN INDIKATOR
 Ketercapaian Minimal (standar
 nasional)
 DATA KINERJA TARGET KINERJA
 Program Ket SUMBER
 DATA 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
 5 Tenaga Pengajar Tutor Program Paket C yang diperlukan terpenuhi
 100% 75% 85% 95% 95% 95% 99% Pendidikan Luar Sekolah
 LAKIP, Hasil Sensus PLSPO Diknas PPU, data primer
 Tutor Program Paket C memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional
 90% 80% 85% 95% 95% 95% 99% Pendidikan Luar Sekolah
 LAKIP, Hasil Sensus PLSPO Diknas PPU, data primer
 5. PENDIDIKAN KETRAMPILAN DAN BERMATAPENCAHARIAN
 NO BIDANG PELAYANAN INDIKATOR
 Ketercapaian Minimal (standar
 nasional)
 DATA KINERJA TARGET KINERJA
 Program Ket SUMBER
 DATA 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
 1 Warga Belajar Jumlah anggota masyarakat putus sekolah, pengangguran, dan dari keluarga pra sejahtera menjadi peserta didik dalam kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang
 25% 0% 45% 50% 75% 75% 80% Pendidikan Luar Sekolah
 LAKIP, Hasil Sensus PLSPO Diknas PPU, data primer
 Peserta ujian kursus-kursus memperoleh ijazah atau sertifikat
 75% 0% 50% 50% 60% 75% 75% Pendidikan Luar Sekolah
 LAKIP, Hasil Sensus PLSPO Diknas PPU, data primer
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 NO BIDANG PELAYANAN INDIKATOR
 Ketercapaian Minimal (standar
 nasional)
 DATA KINERJA TARGET KINERJA
 Program Ket SUMBER
 DATA 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
 Lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar usaha dapat memasuki dunia kerja
 90% 0% 15% 20% 20% 20% 25% Pendidikan Luar Sekolah
 LAKIP, Hasil Sensus PLSPO Diknas PPU, data primer
 2 Lembaga Kursus Lembaga Kursus memiliki ijin operasional dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pendidikan Luar Sekolah
 LPK memiliki NILEK (nomor Induk Lembaga Kursus, dikeluarkan pemerintah pusat) dan izin operasional (dikeluarkan oleh Disdikpora Kab.PPU)
 LAKIP, Hasil Sensus PLSPO Diknas PPU, data primer
 Lembaga Kursus dan Lembaga pelatihan yang terakreditasi
 25 % 0% 99% 90% 90% 90% 90% Pendidikan Luar Sekolah
 LAKIP, Hasil Sensus PLSPO Diknas PPU, data primer
 Kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang dibina secara terus menerus
 100% 0% 80% 85% 85% 85% 75% Pendidikan Luar Sekolah
 LAKIP, Hasil Sensus PLSPO Diknas PPU, data primer
 3 Kelengkapan Data
 Data dasar kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang yang diperbaharui secara terus menerus
 Tersedia 14 14 16 20 25 30 Pendidikan Luar Sekolah
 14 lembaga memiliki NILEK
 LAKIP, Hasil Sensus PLSPO Diknas PPU, data primer
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 NO BIDANG PELAYANAN INDIKATOR
 Ketercapaian Minimal (standar
 nasional)
 DATA KINERJA TARGET KINERJA
 Program Ket SUMBER
 DATA 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
 4 Tenaga Pengajar Tenaga pendidik, instruktur, atau penguji praktek/kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang yang diperlukan dipenuhi
 100% 0% 75% 75% 75% 80% 80% Pendidikan Luar Sekolah
 LAKIP, Hasil Sensus PLSPO Diknas PPU, data primer
 Tenaga pendidik, instruktur, atau penguji praktek/kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan
 90% 0% 75% 80% 85% 85% 85% Pendidikan Luar Sekolah
 LAKIP, Hasil Sensus PLSPO Diknas PPU, data primer
 5 Sarana dan Prasarana
 Kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan
 90% 0% 65% 70% 70% 75% 75% Pendidikan Luar Sekolah
 LAKIP, Hasil Sensus PLSPO Diknas PPU, data primer
 6. PENDIDIKAN TAMAN KANAK_KANAK
 NO BIDANG PELAYANAN INDIKATOR
 Ketercapaian Minimal (standar
 nasional)
 DATA KINERJA TARGET KINERJA
 Program Ket SUMBER
 DATA 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
 1 Anak Didik Jumlah anak usia 4-6 tahun mengikuti program TK/RA
 20% 70% 75% 75% 80% 80% 80% Program Pendidikan Anak Usia Dini
 LAKIP, RPDK Kab. PPU, Data Primer
 2 Ketenagaan Guru layak mendidik TK/RA dengan kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional
 90% 70% 70% 75% 75% 75% 80% Program Pendidikan Anak Usia Dini
 LAKIP, RPDK Kab. PPU, Data Primer
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 3 Sarana dan Prasarana
 TK/RA memiliki sarana dan prasarana belajar/bermain
 90% 75% 75% 80% 80% 90% 90% Program Pendidikan Anak Usia Dini
 LAKIP, RPDK Kab. PPU, Data Primer
 4 Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
 TK/RA menerapkan manajemen berbasis sekolah sesuai dengan manual yang ditetapkan oleh menteri
 60% 70% 75% 75% 80% 80% 80% Program Pendidikan Anak Usia Dini
 LAKIP, RPDK Kab. PPU, Data Primer
 7. PENDIDIKAN PADA TAMAN PENITIPAN ANAK, KELOMPOK BERMAIN ATAU YANG SEDERAJAT
 NO BIDANG PELAYANAN INDIKATOR
 Ketercapaian Minimal (standar
 nasional)
 DATA KINERJA TARGET KINERJA
 Program Ket SUMBER
 DATA 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
 1 Anak Didik Anak dalam kelompok 0-4 tahun mengikuti kegiatan tempat penitipan anak, kelompok bermain atau yang sederajat
 65% 60% 65% 70% 70% 75% 75% Program Pendidikan Anak Usia Dini
 LAKIP, RPDK Kab. PPU, Data Primer
 Jumlah anak usia 4-6 tahun yang belum terlayani pada program PAUD jalur formal mengikuti program PAUD jalur non formal
 50% 70% 75% 75% 80% 80% 80% Program Pendidikan Anak Usia Dini
 LAKIP, RPDK Kab. PPU, Data Primer
 2 Tenaga Pengajar Guru PAUD jalur non formal telah mengikuti pelatihan di bidang PAUD
 50% 65% 70% 75% 85% 90% 99% Program Pendidikan Anak Usia Dini
 LAKIP, RPDK Kab. PPU, Data Primer
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 F. PENDIDIKAN KEPEMUDAAN
 NO BIDANG PELAYANAN INDIKATOR
 Ketercapaian Minimal (standar
 nasional)
 DATA KINERJA TARGET KINERJA
 Program Ket SUMBER
 DATA 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
 1 Warga Belajar Partisipasi pemuda dalam kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, social ekonomi, dan kemasyarakatan
 Meningkat 5 persen setiap tahun
 65% 65% 67% 70% 73% 73% Pembinaan Generasi Muda, Pramuka dan Olahraga
 LAKIP, RPDK Kab. PPU, Data Primer
 Angka pengangguran pemuda
 Menurun 5% setiap tahun
 73% 72% 70% 69% 69% 65% Pembinaan Generasi Muda, Pramuka dan Olahraga
 LAKIP, RPDK Kab. PPU, Data Primer
 2 Peran serta Lembaga Kepemudaan
 Tersedianya program kepemudaan oleh Lembaga Kepemudaan untuk meningkatkan kapasitas kemampuan pemuda di bidang kewirausahaan, kepemimpinan, wawasan kebangsaan, kebudayaan dan pendidikan
 5 program 75% 76% 79% 80% 80% 80% Pembinaan Generasi Muda, Pramuka dan Olahraga
 LAKIP, RPDK Kab. PPU, Data Primer
 G. PENDIDIKAN KEGIATAN PENDIDIKAN OLAHRAGA
 NO BIDANG PELAYANAN INDIKATOR
 Ketercapaian Minimal (standar
 nasional)
 DATA KINERJA TARGET KINERJA
 Program Ket SUMBER
 DATA 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
 1 Warga Belajar Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan cabang olahraga yang beragam di luar mata pelajaran olahraga di sekolah
 65 persen 74% 78% 78% 80% 81% 83% Pembinaan Generasi Muda, Pramuka dan Olahraga
 LAKIP, RPDK Kab. PPU, Data Primer
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 NO BIDANG PELAYANAN INDIKATOR
 Ketercapaian Minimal (standar
 nasional)
 DATA KINERJA TARGET KINERJA
 Program Ket SUMBER
 DATA 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
 Terbukanya kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi dan berkreasi dalam pendidikan jasmani yang tertuang dalam kurikulum
 100 % 65% 68% 68% 70% 71% 75% Pembinaan Generasi Muda, Pramuka dan Olahraga
 LAKIP, RPDK Kab. PPU, Data Primer
 Siswa yang memiliki tingkat kebugaran yang baik
 70 % 80% 80% 80% 80% 80% 80% Pembinaan Generasi Muda, Pramuka dan Olahraga
 LAKIP, RPDK Kab. PPU, Data Primer
 Jumlah siswa persatuan pendidikan yang terpilih mengikuti POPDA (Pekan Olahraga Pelajar Daerah) tingkat Propinsi
 10 Siswa 21 Siswa 28 Siswa 28 Siswa 29 Siswa 29 Siswa 30 Siswa Pembinaan Generasi Muda, Pramuka dan Olahraga
 LAKIP, RPDK Kab. PPU, Data Primer
 2 Klub Olahraga Klub olahraga pelajar yang di bina di wilayah kabupaten/kota
 15 klub 30 klub 30 klub 35 klub 35 klub 35 klub 36 klub Pembinaan Generasi Muda, Pramuka dan Olahraga
 LAKIP, RPDK Kab. PPU, Data Primer
 3 Sarana dan Prasarana
 Lapangan terbuka untuk 5 sekolah
 Satu Lapangan 3 lapangan 3 lapangan
 4 lapangan
 4 lapangan
 4 lapangan
 4 lapangan Pembinaan Generasi Muda, Pramuka dan Olahraga
 LAKIP, RPDK Kab. PPU, Data Primer
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 NO BIDANG PELAYANAN INDIKATOR
 Ketercapaian Minimal (standar
 nasional)
 DATA KINERJA TARGET KINERJA
 Program Ket SUMBER
 DATA 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
 Peralatan olahraga telah sesuai dengan cabang olahraga
 75% 85% 85% 86% 86% 90% 90% Pembinaan Generasi Muda, Pramuka dan Olahraga
 LAKIP, RPDK Kab. PPU, Data Primer
 4 Tenaga Pengajar Guru pendidikan jasmani mengajar 9 rombongan belajar
 1 Orang guru 10 guru 12 guru 12 guru 20 guru 20 guru 20 guru Pembinaan Generasi Muda, Pramuka dan Olahraga
 LAKIP, RPDK Kab. PPU, Data Primer
 5 Peran serta Lembaga Olahraga Daerah
 BAPOPSI (Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia) di Kabupaten/Kota
 Berfungsi Kurang berfungsi
 berfungsi berfungsi berfungsi berfungsi Berfungsi Pembinaan Generasi Muda, Pramuka dan Olahraga
 LAKIP, RPDK Kab. PPU, Data Primer
 Berfungsinya Komite Olahraga Nasional Daerah ( KONIDA) tingkat Kabupaten/Kota
 80 % 50% 50% 70% 70% 75% 80% Pembinaan Generasi Muda, Pramuka dan Olahraga
 LAKIP, RPDK Kab. PPU, Data Primer
 6 Cabang Olahraga Cabang olahraga yang dikompetisikan secara teratur minimal setiap dua tahun sekali
 7 cabang olahraga 8 cabang olahraga
 8 cabang olahraga
 8 cabang olahraga
 8 cabang olahraga
 8 cabang olahraga
 9 cabang olahraga
 Pembinaan Generasi Muda, Pramuka dan Olahraga
 LAKIP, RPDK Kab. PPU, Data Primer
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 H. PENYELENGGARAAN STATISTIK DAN PELAPORAN PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
 NO BIDANG PELAYANAN INDIKATOR
 Ketercapaian Minimal (standar
 nasional)
 DATA KINERJA TARGET KINERJA
 Program Ket SUMBER
 DATA 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
 1 Peran Serta Pemerintah
 Statistik pendidikan, pemuda dan olahraga dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah
 1 (satu) Tahun Sekali
 1 1 1 1 1 1 Pembinaan Generasi Muda, Pramuka dan Olahraga
 LAKIP, RPDK Kab. PPU, Data Primer
 laporan kemajuan pendidikan, pemuda dan olahraga disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat
 1 (satu) Tahun Sekali
 1 1 1 1 1 1 Pembinaan Generasi Muda, Pramuka dan Olahraga
 LAKIP, RPDK Kab. PPU, Data Primer
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